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Memperdagangkan Label “Kepatuhan™

roma busuk pem-
- berian label kepa-
. tuhan Wajar Tanpa
Pexag scualian nleh Badan
Pemeriisa Keuangan ter-

+ bongldr sudah. Komisi

“remberantasan Korupsi
terhasil melakukan ope-
rasi tangkap tangan ter-
tadap auditor BPK beser-
ta mitranya dari Kemen-
terian Desa, Pembangun-
an Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

Publik sangat mengapreslasl
kinerja KPK yang b

nangan untuk melakukan audit
dan memberikan penilaian ter-
hadap laporan keuangan lembaga
pemerintah, baik pada tingkat

pusat maupun daerah. BPK dapat.

melibatkan akuntan publik un-

tuk membantu melakukan tu- -

gasmya atas perintah BPK.

Oleh BAHRUDDIN

kepada DPR, DPD, dan  DPRD
dinyatakan secara terbuka untuk
umum. Sistem audit yang kom-
pleks disederhanakan dengan
pemberian opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), Wajar De-
ngan Pengecualian (WDP), Tidak
Wajar, dan Tidak Menyatakan
Pend .

pun wajib di

kepada BPK. Ketentuan ini tegas

menjelaskan bahwa BPK memo-
nopoli kewenangan untuk men-
definisikan apakah laporan ke-
uangan instansi pemerintah te-
lah memenuhi standar kepatuh-
an menurut regulasi yang ber-
laku,

Para ahli regulatory appmach
telah ’ mernpenngar.kan bahwa
sistem K han yang menga-

"persekongkolan” untuk menda-
patkan label kepatuhan tertmgg1
ini."Namun, temuan ini juga
memiberikan *'gambaran beban
erhadap pemerintahan Jo-
untuk:membersihkan “ti-

korupsi “tidak hanya
ti aparatur pelaksana
etapi juga BPK dan
w(—rorat Jenderal, Kedua or-

w 3ag:; amanah uang rakyat
vong dikelola cleh lemb:

dalam tubuh birokvasi, _

dopsi pendekatan monopoli ren-

tan terhadap praktik koruptif an-

tara regulatory agency dan obyek
audit (regulatory target).

Atas dasar argumentasi inilah
BPK sebagai pemegang tunggal
kewenangan melakukan peme:
riksaan keuangan'lembaga-lem-
baga‘negara rentan ketika men-
jalankan tugasnya. :

.Sebagai regulatory agency,

* BPK- menjadi” Satusatuifiya i

stitusi * yang -diharapkan dapat
menumpl kesalahan_atau keti-

Sebagai peringkat tertinggi, la-
bel WTP diberikan ketika auditor
meyakini bahwa laporan men-
cerminkan ‘pengelolaan keuang-
an yahg sesuai dengan prin-
sip-prinsip akuntansi yang men-
jadi ‘dasar penilaian. Adapun
WDP diberikan ketika lapomn
keuangan bebds dari salah saji
material, kecuah untuk bagi-
an-bagian tertentu.

-Label "tidak wajar’ mencer-
minkan adanya keraguan auditor
terhadap laporan keuangan yang

d:sapknn Laporan keuangan ter-~

sebut’ berpotensi 7

" Tiga pilar

sistem kepatuhan yang berke-
lanjutan. Bahan-bahan laporan
keuangan disiapkan khusus un-
tuk menghadapi audit bukan se-
bagai sistem keseharian. Jadi. ha-
sil audit tidak mencerminkan pe-
rilaku berorganisasi yang senya-
tanya.”

Operasi tangkap tangan (OTT)
KPK' yang melibatkan auditor
BPK dan Inspektorat Jenderal
Kementerian Desa, Pembangun-
an Daerah Tertinggal, dan Trans-
migrasi menggambarkan akutnya
penyakit yang menggerogoti sis-
tem kepatuhan birokrasi. Oleh
sebab itu, diperlukan lang-
kah-langkah ekstra untuk men-
cegah penyakit ini menyebar ke
lembaga-lembaga negara lain-

. nya.

Pertama, sudah saatnya pe-
merintah kan sistem au-

penggunanya- dalam: pengambil-
an kebijakan. Label paling buruk
+ yang diterbitkan’ BPK adalah ti-
dak menyatakan pendapat (dxs—
claimer of opinion). Label.ini di-
berikan ketika auditor tidak da-
“paf mienigakses bukti-bukti yang
diperlukan sebagal dasar peru-
musan opini terhadap laporan

baga negara. -

Talam perspektif regulatory
apprsach, feromena memperda-
ganglkan label kepatuhan inj me-
rupakan cerminan rapuhnya sis-
tem kenatuhan di kalangan bi-

rokrasi, Kerapuhan ini bersum-*

ber pada dua hal. Pertama, mo-
nopoli’ pengawasan sistem ke-

laporan K
lembaga 1embaga pemenntah

yang disajikan.
Empat Kasifikasi opini ini

kan oleh regqutory target tidak
dengan "tangan kosong”. Pem-
berian fasilitas khusus pada saat
pemeriksaan dan "komitmen ko-
misi” pasca-pengumuman status
laporan keuangan telah disiap-
kan organisasi pemerintoh yang
menjadi obyek audit BPK.
Kedua modus inilah yang se-
iasa akan menggoda auditor

and hagi auditor-au-
al di BPK yang memiliki
can penuh dalam men-
i'*an kepatuhan sistern pe-
1 kauangan.

nopali pengawasan
nurut Undang-Undang No-
§ Tahun 2016, BPK adalah
lemtaga negara yang bertugas
memeriksa  pengelolaan  dan
tanggung jawab keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
BPY merupakan satu-satunya
vang memiliki kewe-

BPK dalam menja.lanlmn tugas- *

nya. Dalam

dah publik untuk
menilai pengelolaan keuangan di
lernbaga-lembaga negara. Selain
itu, opini BPK juga menjadi dasar
bagi Presiden untuk menilai ki-
nerja reformasi birokrasi. Pre-
siden Jokowi sangat mengapre-

dit yang inkusif. Sistem ini men-
syaratkan pelibatan aktor-aktor
di luar negara untuk masuk da-
lam sistem pengawasan laporan
keuangan lembaga-lembaga ne-
gara. BPK perlu berkolaborasi
dengan akuntan publik dan juga
akademisi untuk melakukan au-
dit bersama.. Tentunya dengan
relasi kerja yang seimbang.
Akuntan publik atau akademisi
dimungldnkan memiliki penilai-
an yang berbeda (dissenting opi-
nion) terhadap hasil penilaian
BPK. Perbedaan penilaian inilah
yang akan membuka ruang dialog
untuk memastikan sistem peng-
awasan yang lebih komprehensif

siasi kinerja jan-ke-
menterian yang telah berhasil
wendapatkan - opini WTP dari
BPK. Presiden juga memberikan
pekerjnan rumah khusus bagi

baga yang masih be-

Corruption. Watch (IEW) sejak -

2005 hingga 27 Mei 2017, se-
dikitnya terdapat enam kasus su-
ap yang melibatkan 23 audi-
tor/pejabat/anggota staf BPK
(Kompas.com, 27/5/2017). Publik
meyakini dataini hanya puncak
dari’ gunung es praktik mem-
perdagangkan label kepatuhan di
BPK.

Birokrat “instan”

BPK menggunakan pendekat-
‘an public disclosure dalam men-
ciptakan sistem kepatuhan la-
poran keuangan di lembaga-lem-
baga negara. Hasil audit laporan
keuangan oleh BPK diserahkan

lurn mencapai WTP.

Naming and shaming be-
nar-benar  diaplikasikan oleh
Presiden dalam rangka memba-
ngun sistem kepatuhan dalam
birokrasi. Banyak ahli regulasi
menyarankan penggunaan na-
ming and shaming untuk mem-
bangun sistem kepatuhan orga-
nisasi, baik publik maupun swas-
ta Namun, pendekatan ini men-
jadi bermasalah ketika aktor-ak-
. tor dalamorganisasi merespons

dengan cara pandang instan atau

label oriented. Bagi birokrat-bi-
rokrat instan, pencapaian label
kepatuhan, misalnya W'I‘P lebih

Kedua, tempatkan publikasi
audit sebagai bagian dari pem-
binaan, bukan untuk penghaldm-
an. Logika tit for tat atau sanksi
menurut komitmen perbaikan
dapat diterapkan. Artinya, temu-
an-temuan audit jadi dasar untuk
perbaikan. Lembaga-lembaga ne-
gara yang laporan keuangannya
belum mencapai WTP perlu di-
bina secara khusus untuk meng-
urai akar masalahnya Apakah
masalahnya terkait kapasitas dan
kapabilitas organisasi atau me-
rupakan bentuk kesengajaan ok-

kasi ketidakpatuharr administre
ini merupakan bentuk pelan
garan hukum yang dapai menja
dasar penghukuman.

Ketiga strategi inilah vang m
mungkinkan  sebagai langk:
awal untuk mengobati rapuhn:

sistem pengawasan kepatuh:'
. dalam birokrasi di Indonesia. Si

tem pengawasan yang inklus
pembinaan yang berkelanjuta
dan sanksi yang tegas menja
prasyarat untuk membersihka
“tikus-tikus” - dalam  birokras
Uang rakyat perlu dikelola secau
amanah untuk dapat mencipt:
kan kesejahteraan masyaralu
secara menyeiumh
BAHRUDDI!
Mahasiswa Doktor
di University of Melbourn.
Dosen Perbangunan Sosial da
. Kesejahteraan (PSdK) UG

POJOK

Tim angket DPR cari-
" cari kelemahan KPK.
Gajah di pelupuk mata
tak tampak....

o

Parpol minta Rp 11 tri-
liun untuk pelatihan
dan honor saksi pemitu.
* Parpol modal dengkul.

*

Kasus penyiraman air
keras Novel Baswedan
masth gelap. -
Digelapkan untuk dilu-
pakan.

*

Ratusan orang ditahan
melebihi batas waktu.
Sementara koruptor ber-
keliaran.

num-oknum birokrat karena ke-
pentingan tertentu. .

Apabila unsur kesengajaan le- f
bih mendominasi ketidakpatuh- |

an dalam laporan keuangan, pen- ! -

dekatan kriminalisasi menjadi
pilihan terakhir. KPK atau Polri |

penting daripada

wajib 7 ikan bahwa indi- |
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